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Kata kunci    : Pungutan Liar dan Peran Ombusman RI 

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek 

hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak 

langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar tidak 

harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar 

merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri 

dengan penyalahgunaan kekuasaan. Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan 

semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan 
hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau 

pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi 

lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah 

pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan 

yang dilarang atau tindak pidana. Dan oleh karena itu tidak diperbolehkan 

perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran 

terhadap hukum. Namun bukan berarti dalam Hukum Pidana Islam tidak ada 

hukuman terhadap pengutan liar ini. Pertayaan penelitian dalam skripsi ini 

adalah Bagaimana peran dan fungsi Ombudsman Perwakilan Aceh dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh yang kedua 

Apa saja kendala yang dihadapi Oleh Ombudsman Perwakilan Aceh dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh dan yang 

ketiga Bagamaimana Tindak Pidana Pungutan Liar Dilihat dari Hukum Islam. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui Untuk mengetahui peranan 

Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Banda 

Aceh dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Ombudsman dalam 

pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Banda Aceh. Dengan 

menggunakan metode Field reseacrh dan menggunakan data-data deskriptif, 

penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan data 
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tentang peran Ombusman dianalisis dengan teori dalam Hukum Islam. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penjelasan mengenai tinjauan hukum islam 

terhadap peran ombudsman RI perwakilan Aceh dalam pemberantasan tindak 

pidana pungutan liar di kota Banda Aceh ini sudah ada spesifik dalam hukum 

positif, namun dalam Hukum Pidana Islam belum ada hukuman khusus 

mengenai tindak pidana main hakim sendiri. Sehingga melihat dari penjelasan 

riswah dan al-maksu melakukan jarimah dan melakukan pemerasan. Dari 

paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku pengumutan 

liar  adalah  ta’zir yaitu hukuman atau sanksi yang di jatuhkan oleh penguasa 

atau ulil amri. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 
 ṭ ط 16

t dengan titik 

di bawahnya 

 B ب 2
 

 ẓ ظ 17
z dengan titik 

di bawahnya 

  „ ع T  18 ت 3

 ṡ ث 4

s dengan 

titik di 

atasnya 

 G غ 19

 

  F ف J  20 ج 5

 ḥ ح 6

h dengan 

titik di 

bawahnya 

 Q ق 21

 

  K ك Kh  22 خ 7

  L ل D  23 د 8

 Ż ذ 9

z dengan 

titik di 

atasnya 

 M م 24
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  N ن R  25 ر 10

  W و Z  26 ز 11

  H ه S  27 س 12

  ‟ ء Sy  28 ش 13

 ṣ ص 14

s dengan 

titik di 

bawahnya 

 Y ي 29

 

 ḍ ض 15

d dengan 

titik di 

bawahnya 

   

 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda 
Nama 

Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 haula : هول   kaifa : كيف

 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat 

danHuruf Nama 
Huruf dan tanda 

ا/يَ    Fatḥah dan alif atau ya Ā 

يَ    Kasrah dan ya 
Ī 

يَ    Dammah dan waw Ū 

 

Contoh: 

 qāla : قال

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yaqūlu : يقول

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

Tanda 

danHuruf Nama 
GabunganHuruf 

ي  َ  Fatḥah dan ya 
Ai 

و  َ  Fatḥah dan wau Au 



 

xiii 
 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

 Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

 Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl :  روضةالاطفال

 al-Madīnah al-Munawwarah/  al-Madīnatul Munawwarah :  المدينةالمنورة۟

 ṭalḥah :   طلحة

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti 

M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah 

penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan 

Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak 

ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

DAFTAR WAWANCARA 

1. Menurut bapak/i, apa yang bapak/i ketahui tentang pungli  ? 

2. Menurut bapak/i Apa tujuan di pungli tersebut? 

3. Bagaimana pandangan bapak/i terhadap ada salah satu dari petugas atau 

atasan melakukan kejahatan pungli tapi memberi alasan dengan pemahaman 

bukan pungli tetapi hanya sekedar uang minum kopi ? 

4. Apakah pihak kepolisian atau satuan satgas pungli sudah memberi edukasi 

atau sosialisasi terhadap kejahatan pungli tersebut? 

5. Jika ada petugas bapak/i sendiri yang melakukan kejahatan pungli, 

bagaimana tindakan yang harus bapak/i ambil? Sebagaimana yang kita 

ketahui bahwa petugas sudah mengetahui ini adalah perbuatan kejahatan. 

6. Apakah lembaga masing-masing itu dapat saling mengawasi dengan lembaga 

atau sektor lain nya agar kiranya dapat berjalan lebih efektif pak, jadi tidak 

ada kong kali kong atau istilah nya gak mungkin makan teman sendiri gitu 

pak? Dan apabila salah satu tim satgas mengetahui ada praktik pungli di 

dinas terkait yang mana di luar sektoralnya apakah bisa langsung di evakuasi 

atau bagaimana pak? 

7. Apakah sudah  masyarakat khususnya di Banda Aceh ini sudah mengetahui 

adanya aturan tentang pungli dan bagaimana respn dari masyarakat ? 

8. Apakah  tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan antara lembaga kepolisian 

dan tim satgas saber pungli dalam menjalakan tugas memberantas pungutan 

liar? Misalnya dalam operasi tangkap tangan yang biasa di lakukan 

kepolisian terhadap pelaku pungli, tim satgas juga memiliki kewenangan 

untuk itu? bagaimana pak? 

9. Menurut bapak/i siapa sajakah yang banyak melakukan kejahatan pungli 

tersebut? 

10. Apakah dari tiap-tiap tahun kejahatan pungli ini bertambah atau berkurang ? 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagian besar negara-negara di dunia saat ini mengklaim sebagai 

negara hukum. Secara konseptual negara hukum adalah negara yang dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya berdasarkan 

aturan hukum. Oleh karena itu negara hukum merupakan perlawanan dari 

negara kekuasaan. Secara teoritis menurut Mochtar Kusuatmaja dalam Irfan 

Fachruddin mengatakan “pengertian mendasar dari “Negara Hukum” adalah 

kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk kepada hukum”.
1
 

Hukum Islam sebagian dari agama Islam, melindungi hak asasi manusia. 

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni dari segi 

“Pembuat Hukum Islam” yaitu Allah dan Rasul-Nya dan dari segi manusia 

sebagai pelaksana dan pelaku hukum Islam. Dilihat dari pembuat hukum Islam, 

tujuan hukum Islam adalah pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia 

yang bersifat primer (darurriyat) yaitu kebutuhan utama yang harus dilindungi 

dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemashlahatan manusia 

benar-benar terwujud. Kedua sekunder (hajjiyat) adalah kebutuhan yang 

diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti halnya kemerdekaan, 

kesetaraan, dan sebagainya. Ketiga yaitu tersier (tahsiniyyat) adalah kebutuhan 

hidup manusia selain kebutuhan primer dan sekunder yang perlu diadakan 

misalnya sandang, pangan, tempat tinggal dan lain-lain. 

Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum 

Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Dengan 

                                                             
1

Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan  

Pemerintahan, Alumni Bandung, 2004, hlm 125. 
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mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak kemudharatan bagi 

kehidupan.
2
 

Membicarakan tentang masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat 

pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua 

sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan 

masyarakat berperan penting. Dan salah satu yang sering terjadi dalam 

pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). Pungutan liar merupakan 

perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya 

merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia 

masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan 

perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada 

bulan September 1977
3
 yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala 

Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib 

(OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli. 

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 

berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 

1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU 

No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar 

adalah : 

suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara 

yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya 

memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima 

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi 

dirinya sendiri. 

                                                             
2
 Juhaya S. Praja, Hukum Islam, Cet. XX; Jakarta, PT Raja grafindo Persada, 2014, hlm 

62. 
3  Syamsir Alam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar 

Dalam KUHP (Studi Kasus Kabupaten Takalar), (Gowa: Skripsi, 2017), hlm 12. 
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Berdasarkan rumusan pada pasal 12 UU No. 31 Tahun1991 dan 

kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001, ini menimbulkan 

permasalahan pada sistem pemerintahan yang sudah sering kali menjumpai 

peraktik pungutan liar namun tidak ada tindak tegas dari pemerintah. 

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana 

dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya 

untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau 

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi 

dirinya sendiri.
4
  

Dalam penjelasan KUHP Pasal 368 ialah Praktik kejahatan jabatan atau 

pungutan liar merupakan salah satu cara mendapatkan uang yang melanggar 

hukum positif di Indonesia. Pasal 368 KUHP ini melarang pungli yang 

dilakukan oleh swasta, sementara pasal 423 KUHP merupakan hukum yang 

melarang pegawai negara untuk melakukan pungli. Praktik ini juga masuk 

dalam delik korupsi yang tertera dalam Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001. 

Jauh sebelum dilarang hukum positif, pungli seyogianya melanggar perintah 

Allah SWT untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menjauhi jalan yang 

batil. Meski agama memerintahkan setiap Muslim untuk mencari nafkah, ada 

persyaratan untuk meraih nafkah itu sehingga masuk dalam status halal dan 

thayyibah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 188: 

ٍۡ أيَۡ  بوِ نزِأَۡكُهُٕاْ فزَِيمٗب يِّ رذُۡنُٕاْ ثِٓبَٓ إِنىَ ٱنۡحُكَّ َٔ طِمِ  نكَُى ثيَُۡكَُى ثٱِنۡجََٰ ََٰٕ اْ أيَۡ ٕٓ ُ لََ رأَۡكُه لِ َٔ ََٰٕ

 ٌَ ٕ ًُ أََزىُۡ رعَۡهَ َٔ ثۡىِ   ٱنَُّبسِ ثٱِلِۡۡ

                                                             
4

 Yusran Darmawan, “Pungutan Liar (PUNGLI)”, Blog Muchlisin Riadi. 

http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html (22 Juni 2022). Di akses 

pukul 10. 00 

http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html%20(22
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Artinya : 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 

di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim,supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”
5
(QS : Al-Baqarah 188)

6
 

Dalam Islam model pungutan liar ini disebut al-muksu. Secara bahasa al-

muksu sebenarnya berarti an-naqsuwa az-zhulmu, yang berarti pengurangan dan 

kezaliman. 

Lebih jauh, bahwa perbuatan yang mengandung unsur kezaliman, dalam 

al- Qur‟an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan 

adzab yang pedih, sebagaimana firman Allah: 

ٌَ فىِ ٱلْْرَْضِ ثغَِيْزِ ٱنْحَكِّ ۚ  يجَغُْٕ َٔ ٌَ ٱنَُّبسَ  ٕ ًُ ٍَ يظَْهِ جيِمُ عَهىَ ٱنَّذِي ب ٱنضَّ ًَ إََِّ

ئكَِ نَٓىُْ عَذَاةٌ أنَِيىٌ  
ٓ نََٰ ۟ٔ  أُ

Artinya : 

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada 

manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu 

mendapat azab yang pedih”(QS: Asy-Syura 42)
7
 

 

 ٌَ ٕ يُ ُحَزِّ لََ  ي َٔ زِ  خِ وِ الْْ ْٕ َ ي
نْ ب لََ ثِ َٔ  ِ بللََّّ ٌَ ثِ ُٕ ُ يِ ُؤْ ٍَ لََ ي ي َّذِ ن ُٕا ا ه برِ َ  ل

َبةَ  ز كِ ُٕا انْ ُٔر ٍَ أ ي َّذِ ن ٍَ ا كِّ يِ حَ ٍَ انْ ي ٌَ دِ ُٕ يُ ذِ َ لََ ي َٔ  ُُّ ٕن صُ رَ َٔ  ُ وَ اللََّّ زَّ ب حَ يَ

 ٌَ ٔ زُ ُْىْ صَبغِ َٔ َذٍ  ٍْ ي خَ عَ يَ زْ جِ طُٕا انْ ُعْ َّىَٰ ي ز  حَ

 

                                                             
 

6 Al-Quran Surat  Al-Baqarah ayat 188 
7 Al-Quran Surat  As-Asy-Syura Ayat 42 
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Artinya: 

‟‟Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan 

Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunduk.‟‟(QS: At Taubah :29)
8
 

 

            Orang yang melakukan pengambilan uang tertentu dari pedagang ketika 

melewati suatu tempat, dengan sebutan al-„usyur (sepersepuluh). Menurut Sa‟d 

bin Abi Habib dalam al-Qamus al-Fiqhi, kata al-muks atau al-makkas 

digunakan untuk menyebut orang yang menarik uang dari pedagang yang masuk 

ke sebuah wilayah.
9

 Diantara dalil diharamkannya pungutan adalah hadits 

riwayat Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda: 

  

ثَُبَ عَجْذُ    ٍْ يزَِيذَ حَذَّ ٍِ إصِْحَبق،ع ذِ ثْ ًَّ ٍْ يُحَ خَ، عَ ًَ ٍُ صَهَ ذُ ثْ ًَّ ثَُبَ يُحَ ، حَذَّ ذٍ انُُّفيَْهيُِّ ًَّ ٍُ يُحَ انمَّ ثْ  

ٍِ عَبيِزٍ  ٍْ عُمْجخََ ثْ بصَخَ، عَ ًَ ٍِ شِ ٍِ ثْ ًَ حْ ٍْ عَتْ دِ انزَّ ٍِ أثَيِ حَجيِتٍ، عَ عْذُ رَسُ الثْ ًِ ، لبَلَ: صَ  

خَ صَبحِتُ يَكْشلبَلَ: " لَ يذَْخُمُ انْجََُّ     

Artinya: 

“Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin 

salamahmenceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan 

kepada kami,dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdurrahman bin Syimasah, 

dari Uqbah binAmir, Rasulullah SAW bersabda: tidak akan masuk surga 

orang yang memungut pajak (cukai)”. (HR. Abu Dawud).
10

 

                                                             
8 Al-Quran Surat At- Taubah 29 
9 https://bincangsyariah.com/kalam/pandangan-islam-terhadap-pungutan-liar/Tanggal 

09 Oktober 2020 
10

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Bab Fi Al-Si‟ayah „ala Shadaqah. Juz 9. hlm. 50. 

Nomor hadis 2939. Dalam Software hadis CD ROM al-Maktabah al-Syamilah. 

https://bincangsyariah.com/kalam/pandangan-islam-terhadap-pungutan-liar/
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ء كب َذْ عُِذَُِ  ٍْ صَهَّىَ ( يَ َٔ ٍْ أةَِ ْزَُ رَحَ : )لبَلَ رَصُٕلُ اللََّ صَهَّى اللََّّ عَهيَّ  ع

 ِّ خنٌخي ًَ ُ نهَيشْ ثىََّ دِ  يَظْهِ ُْٓبَ فأَََِّّ ُ يِ ْ ٌْ يؤُخَذَ فهَْهيزحذَ للََّّ ٍْ لجَْمِ أَ لْدَِرْْبَوٌ يِ َٔ يُبر

ٍْ نَُّ  ٌْ نىَْ يك ِّ فبَءِ ٍْ حَضَب َزَِ ِّ يِ ٍْ صئيّبَدِ أخَِيّ فطَزُِحَذْ عَهيَ لْخي ّحَضَُبدٌَ أخُِذَيِ  

Artinya: 

‟‟barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan 

merugikan harga dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera 

minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa 

yang mana dinar dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab (kelak di 

akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-amal salih 

akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang 

pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Tetapi jika ternyata pihak 

yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa saudaranya 

(yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim. 

(H.r. Bukhari)‟‟ 

Hadits ini sangat jelas sekali bahwa hukuman bagi pelaku pungutan liar 

tidaklah seperti tindak pidana berat hudud. Nabi lebih memilih pendekatan 

moral dalam hal pemberian sanksi pelaku pungutan liar. 

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000 dengan Keputusan 

Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. Dan 

untuk memperkokoh dasar hukum keberadaan Ombusdman sebagai lembaga 

pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan maka 

dipandang perlu untuk diatur dalam suatu Undang-undang yang antara lain 

mengatur tugas, fungsi dan wewenang secara jelas dan kuat. Maka dibentuklah 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombusdman Republik 

Indonesia. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan atau rangkaian dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
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bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11

 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting 

pemerintah di samping distribusi, regulasi, dan proteksi. Fungsi tersebut 

merupakan aktualisasi nyata kontrak sosial yang diberikan masyarakat kepada 

pemerintah dalam konteks hubungan principal-agent. 

Ombusdman Republik  Indonesia Perwakilan Aceh menerima berbagai 

pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. “Ada berbagai pengaduan dari masyarakat 

mengenai dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

total laporan masyarakat yang diterima pada tahun 2019 berjumlah 132 

laporan,” kata Kepala Ombusdman Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin.
12

 

Menjadi menarik kedepannya bagaimana peran lembaga Ombudsman dalam 

penanganan pungutan liar, dimana kewenangannya sekarang juga menjadi pusat 

dari Tim Satgas Saber Pungli. Dari sekian banyak laporan masyarakat yang 

diterima oleh Ombudsman, sebagian dari laporan tersebut telah diteruskan dan 

ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. 

 

Tabel 1.1. Rekapitulasi OTT Tahun 2016-2019 dan Penanganannya di 

Provinsi Aceh
13

 

No Instansi Jumlah 

OTT 

Lidik 

Sidik 

P21 Vonis Sanksi 

Adm 

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pemerintah 44 25 - 5 23  

2 Masyarakat 30 6 - 4 12  

                                                             
11

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1) 
12 https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-aceh-terima-132-

laporan-maladministrasi Tanggal 05 Maret 2020. 
13 Satgas Saber Pungli Polda Aceh, di terima Tanggal 05 Maret 2020 

https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-aceh-terima-132-laporan-maladministrasi
https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-aceh-terima-132-laporan-maladministrasi
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3 Swasta 1 - - 1 -  

4 Wartawan 1 - - 1 -  

 Jumlah 77 31 - 11 35  

Sumber: Satgas Saber Pungli Polda Aceh 

Ombudsman ada di negara-negara dengan sistem pemerintahan Parlemen 

maupun negara-negara dengan sistem pemerintahan Presidensil. Ombudsman 

juga tidak terikat dengan bentuk negara dan bentuk pemerintahan tertentu. 

Ombudsman ada di negara federal dan ada pula di negara-negara kesatuan, 

kerajaan maupun republik. Ombudsman juga tidak terikat dengan suatu sistem 

ideologi. 

Menurut Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, Ombudsman 

Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila 

dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau  

pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara 

khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan 

terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
14

 

Presiden K.H. Abdurrahman wahid segera mengeluarkan Keppres 

Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga 

Ombudsman. Latar belakang pemikiran di bentuk lembaga Ombudsman di 

Indonesia adalah untuk lebih meningkatkan pemberian perlindungan terhadap 

hak-hak masyarakat dari penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan 

kewajiban hukumnya, dengan memberikan kesempatan kepada anggota 

masyarakat yang dirugikan untuk mengadu kepada suatu lembaga yang 

independen yang dikenal dengan nama Ombudsman.
15

 

                                                             
14

 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, Tentang Komisi Nasional Ombudsman, 

Pasal 2. 
15

https://id.wikipedia.org/wiki/Ombudsman_Republik_Indonesia Tanggal 07 Maret 

2020. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ombudsman_Republik_Indonesia
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Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 

Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS PUNGLI) 

menyatakan bahwa anggota terdiri dari unsur: 

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

b. Kejaksaan Agung; 

c. Kementerian Dalam Negeri; 

d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

e. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 

f. Ombudsman Republik Indonesia; 

g. Badan Intelijen Negara; 

h. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. 

Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ombudsman sebagai salah satu lembaga 

perlindungan hukum bagi rakyat tertuang di dalam Pasal 6 Undang-undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Bahwa dalam 

pasal tersebut disebutkan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 

pemerintahan baik itu dipusat maupun di daerah. 

Tugas Ombudsman sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 7 Undang-

undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah: 

a. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 

c. Menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lindkup 

kewenangan Ombudsman; 

d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau 

pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 

perseorangan; 
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f. Membangun jaringan kerja; 

g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; dan 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang. 

 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia  secara jelas menetapkan tugas dan wewenang Ombudsman Republik 

Indonesia yakni menerima dan menyelesaikan laporan atas dugaan 

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kata-kata 

maladministrasi dengan definisinya untuk pertama kalinya secara khusus 

tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman Republik Indonesia.  

Dalam Pasal 1 ayat (3) ini, dijelaskan bahwa maladministrasi bukan 

hanya berbentuk perilaku/tindakan tetapi juga meliputi Keputusan dan Peristiwa 

yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk 

tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau 

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang 

dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan 

yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan 

kerugian materil dan/ atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan. 

Berikut ini 20 (dua puluh) Klasifikasi Tindakan Maldministrasi yang 

menjadi Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia, diantaranya: 

1) Penundaan berlarut; 

2) Tidak menangani; 

3) Persengkokolan; 

4) Pemalsuan; 

5) Diluar Kompetensi; 

6) Tidak kompeten; 

7) Penyalahgunaan wewenang; 
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8) Bertindak sewenang-wenang; 

9) Permintaan imbalan uang/ korupsi; 

10) Kolusi dan nepotisme; 

11) Penyimpangan prosedur; 

12) Melalaikan kewajiban; 

13) Bertindak tidak layak atau tidak patut; 

14) Penggelapan barang bukti; 

15) Penguasaan tanpa hak; 

16) Bertindak tidak adil; 

17) Intervensi; 

18) Nyata-nyata berpihak; 

19) Pelanggaran Undang-undang; 

20) Perbuatan melawan hukum. 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia ini hanya merangkum kembali bahwa penyelenggaraan pelayanan 

publik yang buruk akibat maladministrasi harus dicegah dan diberantas, 

sebagaimana halnya tindak pidana korupsi. 

Pada dasarnya korupsi merupakan suatu tindakan maladministrasi, 

seperti permintaan imbalan dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang, jasa, 

pungutan melebihi tarif yang telah ditetapkan, ataupun pungutan tanpa dasar 

hukum yang sah saat masyarakat mengurus administrasi kependudukan di 

kantor-kantor pemerintahan.
16

 

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf (e) Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang 

kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

                                                             
16

Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasari, Memahami 

Maladministrasi, Stengthening Accessto Justice in Indonesia  (SAJI), Project-UNDP, Jakarta, 

2013 
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(TiPiKor), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang 

dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan 

menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, 

membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan 

sesuatu untuk dirinya sendiri. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa 

dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi 

rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungli pada umumnya terjadi 

pada tingkat lapangan, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung 

(biasanya berupa uang). 

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pungli termasuk 

gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Sesuai Undang-undang tersebut, hukuman bagi pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit  Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 

Pungutan liar dalam hakikatnya adalah interaksi antara petugas dan 

masyarakat yang di dorong oleh berbagai kepentingan pribadi (vested interest). 

Motivasi kepentingan pribadi tersebut berbeda-beda: Untuk pejabat yang 

menerima dapat dibagi dalam 2 kelompok ialah “survival” (terpaksa) dan untuk 

memperkaya diri (sadar dan sengaja). Ditinjau dari masyarakat yang memberi, 

maka dilihat dua kelompok ialah yang memberikan karena pejabat yang 

memaksa (peraturan tidak tertulis) dan yang memberikan karena maksud atau 

tujuan tertentu.
17

 Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman RI 

                                                             
17

 Soedjono D, Pungli Analisa Hukum & Kriminologi, Sinar Baru Bandung, 1983, hlm, 

36. 
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Perwakilan Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di 

Kota Banda Aceh” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran dan fungsi Ombudsman Perwakilan Aceh dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi Oleh Ombudsman Perwakilan Aceh 

dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda 

Aceh? 

3. Bagamaimana Tindak Pidana Pungutan Liar Dilihat dari Hukum Islam 

khusus di kota Banda Aceh? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui peranan Ombudsman dalam pemberantasan tindak 

pidana pungutan liar di Kota Banda Aceh. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Ombudsman dalam 

pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Banda Aceh. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

referensi dan informasi bagi fakultas syari‟ah dan hukum terlebih 

khusus bagi program studi hukum pidana Islam dan diharapkan 

sebagai sumbangsih pemikiran yang positif bagi pengembangan 

khazanah ilmu pengetahuan hukumagar tetap hidup dan berkembang. 

b. Secara praktis, agar hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan oleh 

semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang 

bekerja di bidang hukum. 
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D. Kajian Pustaka 

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti mencoba untuk membaca, 

meninjau serta menelaah berbagai literatur seperti jurnal, buku dan juga tidak 

terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut dengan 

pembahasan yang penulis angkat dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Sepanjang 

pengamatan penulis, bahwa belum pernah ada karya ilmiah yang menitik 

beratkan penelitiannya serta mengkaji mengenai “Peran Ombudsman RI 

Perwakilan Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota 

Banda Aceh” 

Kendati demikian, penulis memperoleh karya ilmiah terdahulu yang 

pembahasannya mendekati dengan judul penelitian yang penulis lakukan saat 

ini. Karya ilmiah tersebut adalah penelitian dari mahasiswa fakultas Syari‟ah 

dan Hukum yang berjudul Peran Lembaga Ombudsman (LO) DIY Dalam 

Penanganan Pengaduan Pungutan Liar Di DIY Periode Tahun 2016-2017. 

Dimana menunjukkan bahwa pengaduan laporan terkait pungutan liar marak 

terjadi dan kian menjadi keresahan ditengah masyarakat yang mengeluhkan 

akan pelayanan publik yang hari demi hari kian mengecewakan. Juga 

menyiratkan bahwa pungli seakan merupakan kebudayaan yang melembaga.
18

 

Terlihat perbedaan antara karya ilmiah ini dengan penelitian penulis 

terletak pada titik fokus dalam objek penelitiannya. Karya ilmiah ini terfokus 

pada pencegahan sedangkan yang telah ada ini menitik beratkan pada 

penanganannya. 

Skripsi dari mahasiswa Universitas Andalas yang berjudul Peranan 

Ombudsman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota 

Padang, menjelaskan bahwa pungutan liar adalah interaksi antara aparatur 

                                                             
18

 Muhammad Nurussalam, Peran Lembaga Ombudsman (LO) DIY Dalam 

Penanganan Pengaduan Pungutan Liar Di DIY Periode Tahun 2016-2017, Skripsi, 

(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2018. 
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penyelenggara negara dengan masyarakat yang di dorong adanya berbagai 

kepentingan pribadi.
19

 

Antara karya ilmiah ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus 

penelitian, yang mana skripsi ini tidak menampilkan adanya hukum islam 

sedangkan penulis meneliti dengan tinjauan hukum islam. 

Di dalam jurnal Nyoman Trisna Sri Indra Pratiwi yang berjudul 

Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal 

DiIndonesia. Sifat melawan hukum formil dan materil diistilahkan dengan delik 

formil dan delik materil, yang dihubungkan dengan istilah perbuatan. Esensinya 

sama apabila bertentangan dengan delik formal berarti bertentangan dengan 

peraturan formal (hukum positif), sedangkan apabila delik materil adanya 

muncul dari suatu tindakan yang merugikan. Melihat delik formil Pasal 362 

KUHP, delik materil Pasal 338 KUHP. Bila dihubungkan dengan pungutan liar 

adalah memenuhi syarat keberadaan delik formil karena ada aturan berupa 

Perpres, masuk kategori delik materil karena pungli sangat merugikan 

masyarakat banyak dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melaawan hukum, atau dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dengan 

memaksa seseorang melakukan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran 

dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
20

 

Adapun skripsi dari mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas UIN Ar-Raniry ditulis oleh Yodi Arista yang berjudul Peran 

Ombudsman Aceh Dalam Mencegah Maladministrasi Di Kota Banda Aceh. 

Dalam kajian skripsinya Ombudsman banyak menerima laporan dari masyarakat 

tentang adanya praktek maladministrasi khususnya di kota Banda Aceh, ini 

menunjukkan bahwa pelayanan pada pemerintahan Kota Banda Aceh 

maasihbelumberorientasi pada kepuasanmasyarakatselakupelanggannya. Data 

                                                             
19

Ridho, Eka Fitra, Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana 

Pungutan Liar Di Kota Padang, Skripsi, (Padang: Universitas Andalas), 2018. 
20

Nyoman Trisna Sari Indah Pratiwi, Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) 

Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia, Vol. 1 No.1, April, 2018. 
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penelitian ini penulis peroleh melalui fieldresearch (penelitian lapangan), 

Sumber data dalam penelitian ini adalah lembaga Ombudsman serta pandangan 

masyarakat terhadap pelayanan publik.
21

 

Selain itu, jurnal yang ditulis oleh Citra Adhiningtyas berjudul Peran 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Penanganan 

Maladministrasi Pelayanan Publik. Penelitian ini menerangkan bahwa 

terselesaikannya laporan pengaduan tentang kasus maladministrasi pelayanan 

publik juga akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan efektivitas keberadaan 

Ombudsman dalam memberikan layanan pengaduan atau keluhan masyarakat 

terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik.
22

 

Dari dua karya ilmiah yang tercantum di bagian akhir, maka tampak 

beberapa perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang sedang penulis 

teliti. Pertama, penelitian yang ditulis Yodi Arista menitik fokus pada 

pencegahan terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. Kedua, jurnal 

yang ditulis oleh Citra Adhiningtyas memfokuskan pada penanganan 

maladministrasi dalam pelayanan publik. Sedangkan penulis terfokus pada 

pencegahan pungutan liar dalam pelayanan publik ditinjau menurut hukum 

Islam. 

E. Metode Penelitian 

Pada prinsipnya penulisan suatu karya Ilmiah memerlukan data yang 

lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan 

permasalahan yang hendak dibahas. Dalam pembahasan skripsi ini, digunakan 

metode deskritif analisis dengan  menganalisa data Satgas Saber Pungli Polda 

Aceh serta dari hasil wawancara dengan Bidang Humas Keordinator Ombusman 

di kota Banda Aceh. 

                                                             
21

 Yodi Arista, Peran Ombudsman Aceh Dalam Mencegah Maladministrasi Di Kota 

Banda Aceh, Skripsi, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2018. 
22

 Citra Adhiningtyas, Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 

Tengah Dalam Penanganan Maladministrasi Pelayanan Publik, Skripsi (Yogyakarta, 

Universitas Gajah Mada) 2017. 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan 

menggunakan teknik deskriptif. Penelitian normatif dilakukan untuk mencari 

jawaban, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman Ri Perwakilan 

Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik 

itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu 

data yang didapat dari lapangan dan pustaka. 

a. Penelitian Lapangan (Field reseach) 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data primer dan 

merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan 

yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan 

mendapatkan data langsung dari kantor Omnibusman dan dari hasil 

wawancara dengan Bidang Humas Keordinator Ombusman di kota 

Banda Aceh, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid 

dan sistematis.
23

 Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun 

didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena 

yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan 

penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar 

belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada 

suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau 

komunitas. 

b. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Pada metode ini, merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk 

menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, 

                                                             
23

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21. 
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baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang 

diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet 

dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan 

untuk menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah 

pembuktian. 

H. Sumber Data 

Untuk memudahkan pengidentifikasikan sumber data, maka penulis 

mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data yaitu: 

a. Sumber Data Primer  

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai 

sumber informasi yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk 

memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan 

yang ada. Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah hasil 

wawancara yang bersumber dari dengan Bidang Humas Keordinator 

Ombusman di kota Banda Aceh. Data yang diperoleh mengenai hukum 

Islam ialah diperoleh dari buku-buku di perpustakaan
24

.  

b. Sumber Data Sekunder 

Guna data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data 

sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari 

subyek penelitian. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman Ri Perwakilan 

Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota 

Banda Aceh. 

I. Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah-langkah lanjutan untuk memperoleh 

hasil penelitian menjadi suatu laporan, dalam penelitian ini data yang diperoleh 

disajikan secara kualitatif, dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan 

                                                             
24 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2010), hlm. 23. 
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menganalisa data Satgas Saber Pungli Polda Aceh serta dari hasil wawancara 

dengan Bidang Humas Keordinator Ombusman di kota Banda Aceh. Untuk 

kemudian disusun menjadi sebuah karya tulis yang dapat dipahami dan 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

J. Sistematika Pembahasan 

Supaya pembahasan lebih teratur dan memudahkan para pembaca, maka 

disinilah diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahsan skripsi yang 

terdiri dari empat bab, yaitu: 

Bab satu merupakan pendahuluan yang menjelaskan dasar dari karya 

ilmiah ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab dua akan mengurai mengenai dasar hukum dan landasan teori 

mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman RI Perwakilan 

Aceh DalamPemberantasanTindakPidanaPungutan Liar Di Kota Banda Aceh. 

 Bab tiga ini akan membahas mengenai hasil penelitian penulis yakni 

mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman RI Perwakilan 

Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh. 

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam 

karya ilmiah ini dengan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari 

penulis mengenai permasalahan yang dibahas. 
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BAB DUA 

TINJAUN PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  

DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

A. PUNGUTAN LIAR DALAM NEGARA HUKUM 

1. Pengertian Pungutan Liar   

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap 

subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun 

tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar 

tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan 

liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri 

sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan. 

Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan 

yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan 

pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam 

bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau 

ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada 

kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan 

pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang 

atau tindak pidana. 
25

 

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang 

kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum 

(pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak 

pidana pungli atau delik pungli. Ugan Gandaika mengemukakan bahwa, 

“Pungutan Liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang 

tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan 

sebagai pungutan liar (pungli)”. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori 

                                                             
25

Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan 

Implermentasi, (Sinar Grafika Offset: Jakarta, 2006), hlm. 96. 
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kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa 

“pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan 

kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk 

membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk 

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.  

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 

berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 

1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU 

No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), pengertian pungutan liar adalah 

suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan 

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk 

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 

Pungutan liar terdiri dari kata pungutan dan liar. Pungutan berarti bea, 

iuran, tarif. Kemudian kata liar berarti tidak teratur, tidak menurut aturan, tidak 

resmi, tanpa izin dari yang berwenang
26

. Pungutan liar atau pungli adalah 

pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau 

dipungut
27

. Pungutan liar banyak dipungut atau dilakukan oleh pejabat atau 

aparat, pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN. Kemudian dapat 

diartikan pungutan liar adalah tindakan pungutan yang dilakukan oleh pejabat 

negeri sipil di luar wewenangnya dengan meminta sejumblah uang yang tidak 

berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 

Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang 

pungutan liar, tetapi dalam Kitab Uundang-Undang Hukum Pidana di sebutkan 

di beberapa Pasal diantaranya; Pasal 209, 210,387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 

420, 423, 425, 435 KUHP yang di sebutkan juga dalam Undang-UndangNomor. 

                                                             
26 https://kbbi.web.id/liar 
27 https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutanliar 

https://kbbi.web.id/liar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutanliar


22 
 

 
 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang menyebutkan 

bahwa, suatu kejahatan dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar 

atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu 

bagi dirinya sendiri. Namun ketentuan paraturan di atas telah di cabut dengan 

ada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi. Atas 

perubahannya peraturan perundang-undangan ini maka dijelaskan diantaranya 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa; 

“Barang siapa, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai 

negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 

atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 

negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan 

dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. 

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 

pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana 

yang sama (Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling 

sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)). 

Pasal 11 ; 

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal 

diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah 

atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.  
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Pasal 12 ; 

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang 

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan 

potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. 

Pungutan liar dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan. 

Pemerasan adalah suatu jenis tindak pidana umum di Indonesia 
28

. 

Tindak pidana ini di atur dalam Pasal 368 KUHP;  

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, 

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau sebagian adalah 

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau 

menghapuskan pintang”. 

Pemerasan bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.
29

 

Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana pemerasan dari Pasal 

368 KUHP adalah;  

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,  

2) Secara melawan hukum,  

3) Memaksa seseorang dengan kekesana dan ancaman,  

4) Memberikan atau menerima sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian 

barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau 

orang lain, dengan maksud membuat utang atau menghapuskan piutang. 

                                                             
28

http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308q48/bahasa-hukum-tindk-Pidana 

pemerasan (diakses pada 13 april) 
29

Ibid 
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Unsur-Unsur Pungutan liar. Pungutan liar menjadi salah satu tindak 

pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak 

pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan 

dalam rumusan korupsi pada beberapa Pasal diantaranya Pasal 423 KUHP yang 

dirujuk dalam pasal 12 Undang- Ungdang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai 

tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang 

Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya diatas.  

Penjelasan lainnya Pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan secara 

tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pihak-pihak 

tertentu. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk 

memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. 

Pungutan liar ini melibatkan dua pihak, keduanya saling memberi dan menerima 

melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-

terangan. 

Istilah lain yang mirip dengan pungutan liar selain korupsi adalah suap 

atau penyogokkan (penyuapan), ini adalah pemberian sesuatau atau upeti untuk 

maksud memuluskan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Istilah lain 

adalah pemerasan, yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada 

masyarakat agar prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa 

ketentuan aturan dapat dilewati. Kedua istilah ini hampir sama, suap, 

penyogokan (penyuapan) maupun pemerasan ini pihak-pihaknya saling aktif 

menerima dan memberi.  
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Dari berbagai uraian arti pungutan liar diatas, sehingga dapat di lihat 

bahwa unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsurunsur obyektif 

dan unsur-unsur subyektif antara lain, yaitu
30

: 

a. Unsur-unsur Obyektif  

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini 

diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 20 

Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUPH adalah : 

1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat,  

2) Menyalah gunakan kekuasaan,  

3) Memaksa seseorang;  

a) Memberikan sesuatu,  

b) Membayar,  

c) Menerima,  

d) Mengerjakan sesuatu begi dirinya sendiri. 

b. Unsur-unsur Subyektif  

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hai ini 

adalah : 

1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain,  

2) Menguntungkan secara melawan hukum. 

Selain unsur obyektif dan subyektif di atas, unsur-unsur yang melekat 

pada tindakan pungutan liar lainnya adalah sebagai berikut:
31

 

1. Setiap pungli bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. 

Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang 

memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau negara dan 

memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. 
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2. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabatpejabat 

yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disogo, 

misalkan dalah hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan 

mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus 

kepentingan pribadinya.  

3. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut 

biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli 

berlangsung terbuka dan massif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh 

masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau 

berterusterang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasan, mereka tidak 

bersedia untuk diliput media massa. hakikatnya mengandung unsur 

penipuan dan bertentangan dengan hukum. 

4. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, 

kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan 

senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi,kepentingan negara 

atau kepentigan umum.  

5. Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini 

berbeda dengan mal administrasi atau salah urus (mismanagement), yang 

meskipun merugikan tapi cenderung di lakukan secara tidak sengaja, 

teledor atau lalai. 

Dari unsur-unsur yang di uraikan diatas, dapat kita lihat bahwa secara 

umum unsur-unsur perbuatan pungutan liar adalah dimana ketika terdapat salah 

satu pejabat negeri sipil dengan wewenangnya, menyalahgunakan 

kewenangannya, untuk kepentingan sendiri dan atau orang lain, dengan tujuan 

tertentu, meminta atau memungut uang di luar ketentuan yang telah ditetapkan. 

2. Perkembangan Pungutan Liar di Indonesia 

Penegakan hukum terhadap pungutan liar saat ini, dapat dilihat dari 

kecilnya laporan mengenai kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, hanya 

ada beberapa kasus yang terkait dengan pungutan liar, padahal banyak sekali 



27 
 

 
 

tindakan pungutan liar yang terjadi di sekitar kita. Pemberantasan pungutan liar 

(pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik 

(pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara 

penanggulangan gejala) sebagai tindakan preventif.  

Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membentuk satuan tugas sapu 

bersih pungutan liar yang diatur dala peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. 

Pemerintah menyiapkan tiga cara pelaporan untuk masyarakat agar terlibat aktif 

melaporkan tindakan pungli di lapangan, baik melalui internet, SMS maupun 

telepon.
32

 

Kasus pungutan liar bisa terjadi pada kasus yang terkecil hingga yang 

terbesar, yang dapat menyangkut berbagai sektor termasuk sektor perdagangan. 

Sektor perdagangan yang kecil seperti pasar tradisonal tidak terlepas dari 

praktek-prektek pungutan liar, sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat batasan 

dalam menentukan pelaku perbuatan pungutan liar, yakni hanya apabila 

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara. Dalam perdagangan di 

pasar tradisonal juga diatur dan dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

telah ditunjuk oleh Dinas Perdagangan Kota yang disebut dengan kepala pasar.  

Sebagai kepala pasar wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya saat 

menjabat sebagai kepala pasar yang merupakan pegawai negeri. Walaupun pasar 

tradisional merupakan lingkup perdagangan yang kecil dan dalam perputaran 

uangnya tidak sangat besar, namun tetap saja ada pegawai negeri seperti kepala 

pasar yang memanfaatkan jabatannya dalam pengelolaan pasar untuk 

memperoleh sejumlah uang demi kepentingan pribadinya. 

Pungutan liar yang terjadi di dalam pasar tradisional cukuplah banyak, 

namun terdapat batasan dalam penentuan pelaku pungutan liar, sehingga sangat 
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jarang dilaporkan dan tidak adanya keberanian seseorang untuk melaporkan 

adanya pungutan liar mengakibatkan sedikitnya kasus mengenai pungutan liar. 

Berbagai modus digunakan dalam pola praktek pungutan liar yang terjadi di 

pasar tradisional, terjadinya pungutan liar di pasar tradisional juga diakibatkan 

karena keinginan para pedagang yang besar untuk memperoleh suatu hal yang 

tidak bisa menjadi haknya seperti keinginan pedagang yang untuk memperoleh 

tempat atau kios yang strategis tetapi tempat yang dipilih bukanlah tempat yang 

diperbolehkan untuk dijadikan kios, terdapat kepala pasar yang memanfaatkan 

jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menerima sejumlah 

uang untuk merealitaskan keinginan para pedagang, mengeluarkan Surat Ijin 

Pemakaian Tempat Dasaran (SIPTD) yang bukan hak dari kepala pasar dan 

penarikan uang tertentu yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. 

Berkaitan dengan pungutan liar yang terjadi di pasar tradisonal, terdapat 

kasus mengenai hal tersebut di salah satu pasar tradisional yaitu Pasar 

Suryokusumo yang berada di Kota Semarang. Dalam kasus ini, kepala pasar 

yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima sejumlah uang dari 

pedagang untuk memindahkan lokasi kiosnya ditempat yang tidak 

diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk dibangunnya kios, karena 

tempat yang dipilih di ruangan kantor Pengelola Pasar Suryokusumo yang 

terletak di bagian depan pasar, padahal hal tersebut bertentangan dengan 

kewajiban kepala Pasar Suryokusumo untuk pengelolaan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana pasar di wilayah kerjanya oleh karena Ruangan Kantor 

Pengelola Pasar merupakan bagian dari prasarana pasar dan permintaan 

pedagang untuk mendapatkan Ijin Pemakaian Tempat Penimbunan Sementara 

(TPS) sampah Pasar Suryokusumo menjadi kios padahal hal tersebut sama 

sekali bukan merupakan bagian dari kewenangan kepala pasar untuk 

mengalihfungsikan prasarana Pasar Suryokusumo berupa TPS sampah oleh 

karena kepala pasar justru berkewajiban untuk memelihara sarana dan prasarana 

Pasar Suryokusumo. 
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Sebagai abdi dalam pelayanan publik sudah seharusnya dapat menjaga 

segala peraturan yang ada demi tegaknya hukum, bukan hanya berusaha untuk 

memenuhi kebutuhannya dan keuntungannya sendiri. Seperti halnya yang sudah 

disebutkan di atas yaitu kepala pasar yang merupakan PNS yang pasti memiliki 

tugas dan kewenangan seperti melakukan penyusunan bahan perumusan 

kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar di wilayah kerjanya, melakukan 

penghimpunan dan penyajian data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan Dinas Pasar dan lain sebagainya.  

Tugas dan kewenangan harus dapat dilakasanakan dengan baik, sehingga 

masyarakat dapat lebih percaya terhadap pelayanan publik yang diberikan. 

Selain itu, sikap masyarakat terhadap segala pelayanan publik juga harus sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh memikirkan 

jalan praktisnya saja yang akan mengakibatkan pergolakan karena menimbulkan 

sikap egois untuk menang sendiri dalam memperoleh segala pelayanan publik. 

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur 

pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin 

banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan 

publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik.
33

 

4. Penyebab dan Dampak Pungutan Liar  

Penyebab Pungutan liar adalah dimana seseorang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan 

menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan 

sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayar dengan potongan, atau untuk 
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mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Terdapat beberapa fakttor yang 

menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu 
34

 : 

1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat 

melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakuakan pungutan 

liar.  

2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak 

dan mengontrol dirinya sendiri.  

3. Faktor ekonomi, penghasilan yang terkadang tidak mencukupi kebutuhan 

membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli. 

4. Faktor kultural dan Budaya Organisasi, budaya yang terbentuk disuatu 

lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan 

penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hai biasa.  

5. Terbatasnya sember daya manusia.  

6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. 

Adapun pendapat lain yang mnyatakan bahwa faktor penyebab pungutan 

liar lainnya:
35

 

1. Aspek Individu Pelaku  

Dari aspek individu pelaku terdapat, terdapat beberapa penyebab 

terjadinya pungutan liar diantara lain; sifat tamak manusia, moral yang 

kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang 

mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, 

ajaran agama yang kurang diterapkan. 

2. Aspek organisasi  

Kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya klutur 

organisasi yang benar, sistim akuntabilitas yang benar di instansi 
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pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian 

manajemen suatu organisasi yang dapat menimbulkan terjadinya 

pungutan liar.  

Dari uraian sebelumnya diatas, bahwasanya pungutan liar dikatagorikan 

atau dapat disamakan juga dengan perbuatan korupsi, penyuapan dan 

pemerasan. Sehingga secara umum perbuatan ini terjadi karena beberapa faktor 

diantaranya; 

1. Faktor dari diri individu sendiri, dimana kurangnya penerapan nilai-nilai 

agama,  

2. Pola kehidupan yang konsumtif, tuntutan kebutuhan hidup yang tidak 

sebanding dengan pendapatan,  

3. Kurtur, budaya dari masyarakat yang memberikan sesuatu dengan maksud 

tertentu,  

4. Sistem di dalam organisasi yang kurang menanamkan sifat keteladanan 

kepemimpinan, kultur di dalam organisasi yang tidak sehat, dan juga 

kurangnya transparasi,  

5. Lemahnya sistem pengawasan. 

Perbuatan ini semakin marak terjadi masyarakat, hampir dari kalangan 

rendah hingga di kalangan elit sekalipun. Sikap pemberiaran secara terus-

menerus baik secara politik, hukum maupun sosial menjadikan perbuatan ini 

sebagai hal yang biasa. Namun jika ini hanya akan di biarkan saja, maka akan 

merusak sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kemudian juga dapat merusak moral seseorang, di mana ketika perbuatan ini 

sudah menemani dan ada di kehidupan seseorang yang mana perbuatan ini 

dibiarkan saja tanpa adanya tindakan tegas, akan membuat seseorang tersebut 

menganggap hal yang biasa. 

Kemudian dampak yang di timbulkan dari perbuatan pungutan liar 

(pungli) ini adalah biaya ekonomi yang tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, 
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terjadi masalah sosial dan kesenjangan sosial, hambatan pembangunan, 

masyarakat dirugikan, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 

B. Pungutan Liar Dalam Peraturan Perundang-undangan 

1. Pungutan Liar Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Pungutan liar di Indonesia tidak disebutkan dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pungutan liar diatur dalam rumusan 

korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 

KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak 

pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, dalam hal ini pungutan 

liar tidak dapat dengan mudah penentuannya dalam pemidanaan, hanya 

pelakupelaku tertentu yang dapat dijerat pidana terhadap perbutan pungutan liar 

dan dengan syaratsyarat yang telah ditentukan, tidak semua pungutan atau 

kutipan yang dilakukan oleh seseorang bisa dikenai pemidanaan terhadap 

perbuatan pungutan liar, seperti parkir liar dan lain-lain. Dalam hal ini, 

pengaturan mengenai pungutan liar dapat dilihat pada peraturan di bawah ini:  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) a. Pasal 368 KUHP, 

delik Pasal erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau 

perampokan dalam Pasal 365 KUHP. Bunyi Pasal 368 KUHP yaitu:  

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, 

yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya 

memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena 

pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” 

b. Pasal 423 KUHP ini termasuk ke dalam golongan kejahatan jabatan 

dengan kejahatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk 
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melakukan pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk diri sendiri yang 

dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Pasal 423 KUHP berbunyi: 

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, 

melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu 

pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”  

c. Pasal 425 KUHP mengatur mengenai kejahatan yang berkaitan dengan 

menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah 

merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau 

kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri 

dalam menjalankan tugas jabatannya. Pasal 425 berbunyi: 

 Karena bersalah telah melakukan pemerasan, dipidana dengan pidana 

penjara selama-lamanya tujuh tahun: 

(1). Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, 

menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran 

seolaholah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai 

negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui 

bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;  

(2). Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta   

atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyerahan 

seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia 

mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;  

(3)...Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya 

menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai 

bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah 

yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, 

sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu 



34 
 

 
 

sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-

peraturan tersebut.  

2. Pungutan Liar dalam Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Adapun penjelasan beberapa 

Pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah 

sebagai berikut: 

a. Pasal 12 huruf e  

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau 

dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang 

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan 

potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”  

b. Pasal 12 huruf f  

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 

menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran 

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau 

kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara 

negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, 

padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang” 

C. Pungutan Liar Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Hukum Pidana Islam 

Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti 

perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab Al-jinayah dalam fiqih Islam 

membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya. 

Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nashal-

Qur‟an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum ta‟zir adalah hukuman yang tidak 

dipastikan ketentuannya dalam al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. Hukum 

ta‟zirmenjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. 

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah 

jinayatatau jarimah. Jinayat dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan 
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delik atau tindak pidana. Jinayat merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari 

kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan 

jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata 

jinaya tmempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd 

alQodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik 

perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Yang dimaksud dengan 

jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong 

anggota tubuh, dan meghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan 

salah satu pancaindera. Dalam Jinayah (Pidana Islam) dibicarakan Pula Upaya-

upaya prefentif, rehabilitative, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam 

menanggulangi kejahatan disertai tentang toeri-teori tentang hukuman. 

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah 

mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut 

terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha‟, perkataan Jinayat 

berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara‟. Meskipun demikian, pada 

umunya fuqoha‟ menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan 

yang terlarang menurut syara‟. Meskipun demikian, pada umumnya fuqohia‟ 

menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang 

mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. 

Selain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan 

perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak temasuk 

perbuatan yang diancam dengan ta‟zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah 

jinayat adalah jarimah, yaitu larangan larangan syara‟ yang diancam Allah SWT 

dengan hukuman had atau ta‟zir. 

Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada 

hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang yang berkaitan 

dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain 

sebagainya. 
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2. Hukuman Bagi Pelaku Pungutan Liar dalam Hukum Islam  

a. Pengertian Pungutan Liar 

Dari segi bahasa, Pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni 

„pungutan‟ dan „liar‟. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan 

berarti barang yang dipungut,
36

 dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai 

dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang. Dengan demikian, dapat 

dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau 

diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam kamus al-

Munawwir, pungutan liar dikenal dengan kata al-Maksu yang umumnya 

diartikan dengan memungut cukai.
37

 

Al-Maksu adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para 

pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Al-„Arabi seperti dikutip oleh 

Ibn Manzur, bahwa mengartikan dengan uang yang diambil kembali oleh 

seseorang yang bersedekah setelah dia laksanakan sedekah itu. Di dalam hadist, 

demikian Ibn Manzûr menjelaskan bahwa pelaku pungli tidak mungkin masuk 

surga, dalam hadis ini artinya pungutan liar yang diambil oleh pelaku, pada 

mulanya pungut an liar ini adalah cukai.
38

 

Senada dengan Ibn Manzûr, Ahmad Siharanfuri dalam Bazl al-Majhûd 

juga mengutip definisi di atas yaitu: Al-maksu adalah cukai yang diambil pelaku 

yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur 

kezaliman. Seseorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya 

mengarah kepada kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta 

pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan 

pemungutan dimaksud.
39
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Sementara itu Muhammad ibn Salim ibn Sa‟id Bâbâshil mendefinisikan 

al-maksu sebagai berikut: 

Al-Maksu adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa 

secara zalim, berkaitan dengan harta- harta manusia, (aturan ini) diatur 

dengan undang-undang yang sengaja dibuat/ diada-adakan). 

Dengan definisi al-maksu seperti ini menunjukkan adanya arogansi 

seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi 

suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi 

lain merugikan pihak-pihak yang diatur, dalam hal ini para pedagang dan pelaku 

bisnis. Babasil, lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang biasanya 

terlibat dalam melaksanakan jarimah al-maksu ini meliputi beberapa kelompok. 

Dalam hal ini ia mengatakan: 

Pengawai-pegawai pemungut cukai adalah orang yang mengurangi hak 

-hak orang-orang miskin tidak diberikannya secara sempurna (dikorup). 

Adapun petugas pemungut zakat dan pungutan sebanyak 1/10 dengan 

cara benar atau secara sah/resmi dia justru akan mendapatkan pahala 

(dengan manjalankan tugas ini), tugas ini dilakukan oleh anak-anak 

remaja.
40

 

Dengan definisi al-maksu seperti ini menunjukkan adanya arogansi 

seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi 

suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi 

lain merugikan pihak-pihak yang diatur, dalam hal ini para pedagang dan pelaku 

bisnis. Babasil, lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang biasanya 

terlibat dalam melaksanakan jarimah al-maksu ini meliputi beberapa kelompok. 

Dalam hal ini ia mengatakan: 

Para pelaku pungli dengan berbagai macamnyav terdiri dari pihak 

pemungut, pencatat,pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, 
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pihak yang menakar dan lain-lain yang terlibat dalam kezaliman besar 

ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka 

telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menolak sesuatu 

yang bukan /tidak termasuk haknya).
41

 

Definisi al-maksu terakhir dijelaskan oleh Syamsu al-Haq Azhim dalam 

„Aun al-Ma‟bud, mengatakan: 

Maksud dari shâhib al-maksu adalah seseorang yang mengambil 

pungutan -pungutan dari para pedagang yang lalu lalang dengan nama 

pungutan 1/10. Adapun orang yang mengambil zakat atau mengambil 

(jizyah) dari ahl az-zimmah sejumlah 1/10 yang mana mereka telah 

tunduk dan sepakat dengan kewajiban jizyah ini, maka orang itu justru 

dinilai (sebagai petugas resmi) selama tidak melampaui batas, sebab 

kalau melampaui batas dan bersikap zalim maka tetap dianggap 

berdosa).15 

Pada bagian akhir definisi al-maksu yang dikemukakan oleh Syamsu al-

Haq Azhim ini dijelaskan mengenai petugas pemungut zakat atau jizyah, di 

mana keduanya jelas tidak termasuk dalam cakupan pungli yang pelakunya 

diancam pasti masuk neraka. Hal senada juga dikemukakan oleh Ahmad 

Siharanfuri yang juga mensyarahi atau menjabarkan makna kitab Sunan Abî 

Dâwud. Istilah shahib al-maksi atau shahib al-maksin juga dijelaskan oleh Imam 

al-Nawawi ketika mengemukakan hadis tentang taubatnya seorang wanita 

pelaku zina, yaitu mengenai wanita al-Ghamidiah yang berzina.
42

  

Penjelasan Imam al-Nawawi dimaksud adalah sebagai berikut: 

Sungguh wanita al-Ghamidiah itu telah bertobat, jika tobat itu dilakukan 

oleh para pemungut cukai illegal pasti tetap akan mendapat ampunan. 

Dalam cakupan hadis ini terdapat sebuah ketentuan bahwa cukai illegal 
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atau pungutan liar termasuk jenis dosa dan kemaksiatan yang paling 

jelek, sebab dalam mekanismenya banyak merugikan dan menzalimi 

pihak-pihak lain, bahkan kezaliman ini terjadi secara terus-menerus 

dengan cara memperkosa hak orang lain, merampas harta benda secara 

sewenang-wenang bukan dengan jalan yang benar, bahkan juga 

membelanjakan (harta hasil punglinya) pada jalan yang tidak 

semestinya).
43

 

Dari uraian tentang pengertian al-maksu di atas, dapat dimpulkan bahwa 

tradisi pungutan liar atau cukai illegal sudah dikenal sejak masa permulaan 

lahirnya Islam, bahkan sejak zaman jahiliah sudah sering terjadi kasus- kasus 

pemerasan oleh kelompok -kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-

pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang 

mereka bawa pada hari itu, sebab hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan 

terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang 

mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman bakan tendensi 

pemerasannya tetap dominan. 

Itulah nas-nas syariah yang menyatakan bahwa pungutan liar, cukai 

illegal atau al-maksu merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang 

jelas akan merugikan pihak lain termasuk pelaku pungli itu sendiri. Dalil-dalil 

yang menyatakan bahwa al-maksu merupakan jarimah, ada yang secara 

langsung dan ada yang hanya menyebut secara sekilas dikaitkan dengan 

persoalan pelanggaran jenis lain, semuanya menggunakan istilah Shahib al-

Maksin. 

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa tindakan pungutan liar 

didasarkan atas pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah ditentukan, hal ini 

sebagaimana yang juga terjadi pada tindakan korupsi. Orang yang melakukan 

tindakan pungutan liar senantiasa mengabaikan kewajibannya, hal ini karena ia 
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hanya mementingkan untuk mendapatkan keinginannya, yakni melakukan 

pungutan. Hal ini dikarenakan pelaku perbuatan pungutan liar tidak peka 

perasaannya, sehingga menimbulkan kejahatan kepada rakyat (pihak lain).
44

 

Sama halnya dengan tindakan pungutan liar, pada tindakan korupsi juga 

membuat pelakunya mengabaikan aturan yang ada, dan juga tidak 

memperdulikan perasaan orang yang dimintainya. 

Perbuatan pungutan liar pada dasarnya bersifat memaksa sehingga tidak 

menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan dengan kekerasan. Sifat ini juga 

yang terjadi pada perbuatan korupsi yang menyebabkan tertekannya pihak yang 

dikenakan korupsi tersebut. 

b. Kualifikasi Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam 

Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan 

pungutan liar, namun pungutan liar dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal 

(ma‟shiyat) dalam konteks ghulul (penggelapan), risywah (suap), dan khiyanah 

(pengkhianatan). 

1) Ghulul (penggelapan) 

Secara etimologis, dalam al-Mu‟jamal-Wasit bahwa kata ghulul berasal 

dari kata kerja (ghulul), yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam 

pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi 

ghululsecara terminologis dikemukakan oleh Rawas Qala‟arji dan Hamid Sadiq 

Qunaibi yang diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam 

hartanya. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi 

tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan 

penggelapan terhadap harta bait al-mal, harta milik bersama kaum muslim, harta 
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bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain. Berkaitan dengan 

ghulul.
45

 

2) Risywah (penyuapan) 

Risywah yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, 

risywah adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, 

petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, 

baik pemberi maupun penerima. Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa 

bentuk risywah yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau 

menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu 

Taimiyyah menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam Majmu‟ 

Fatawa mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin 

Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang 

yang selalu meminta-minta kepada beliau. Namun mayoritas ulama sepakat 

bahwa hukum perbuatan risywah adalah haram, khususnya risywah yang 

terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang benar.
46

 

3) Khiyanah 

Kata khiyanah berasal dari bahasa Arab (ٍخبئ) yang artinya sikap 

ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja ( -

 yang definisinya dikemukakan oleh al-Syaukani yaitu seseorang ,(خ) haladaاخ

yang diberi keperayaan untuk merawat/ mengurus sesuatu barang dengan akad 

sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan kha‟in mengaku jika 

barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya. 

Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan khiyanah dengan segala sesuatu 

bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya 

atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian 
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terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum 

muslim. 

Mayoritas ulama Syafi‟iyyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi 

sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang 

dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor 

mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat 

dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, illat hukum untuk menerapkan 

hukum potong tangan tidak ada. Sanksi hukum jarimah ini tidak disebutkan 

secara eksplisit dan jelas dalam dalil-dalil manapun, sehingga perbuatan ini 

dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukuman ta‟zir.
47

 

c. Sanksi (Uqubah) Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam 

Dalam fiqh jinayah, memang tidak ada nash yang secara khusus 

mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Islam mengkaitkan 

perbuatan korupsi ini diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti ghulul 

(penggelapan), risywah(suap), dan khiyanat (pengkhianatan). perbuatan-

perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi dengan hukuman ta‟zir. Di mana seorang 

hakim (imam/pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih, tentunya sesuai 

dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan 

kondisi ruang dan waktu di mana kejahatan tersebut dilakukan. Sanksi yang 

diterapkan juga bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi 

material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu 

sampai hukuman mati. Karena tidak adanya nash qath‟i yang berkaitan dengan 

tindak kejahatan yang satu ini. 

Sanksi yang diterapkan terhadap tindakan ghulul pada zaman Rasulullah 

saw lebih ditekankan pada sanksi moral. Pelaku ghulul akan dipermalukan di 

hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain, bahwa perbuatan ini 

tidaklah dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi moral dengan ancaman 
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neraka sebagai sanksi ukhrawi. Ini lantaran pada saat itu, kasus-kasus ghulul 

hanya merugikan dengan nominal yang sangat kecil, kurang dari tiga dirham. 

Mungkin saja akan berbeda seandainya kasus ghulul memakan kerugian jutaan 

hingga miliaran rupiah, pasti akan ada hukuman fisik yang lebih tegas untuk 

mengatasinya.
48

 

Sanksi risywah tidaklah jauh berbeda dengan sanksi bagi pelaku ghulul. 

Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku 

risywah (suap) tidak dijelaskan secara jelas oleh al-Qur‟an dan Hadits, 

mengingat bahwa sanksi risywah masuk dalam kategori sanksi ta‟zir yang 

kekuasaannya berada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang 

sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk 

memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi 

hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. 

Sanksi khianat tidak disebutkan secara jelas dan konkret. Maka dari itu 

khianat masuk dalam kategori jarimah ta‟zir, bukan pada jarimah hudud dan 

qisas. Walaupun pungutan liar masuk dalam jarimah ta‟zir, bukan berarti 

bentuk dan jenis hukuman ta‟zir selalu berupa hukuman ringan. Bisa saja 

hukum ta‟zir bagi pelaku tindak pidana pungutan liar berupa pidana, 

pemecatan, di blacklist dari masyarakat, penjara puluhan tahun, pidana seumur 

hidup bahkan bisa berupa hukuman mati karena pengaruh negatif dan bahaya 

pungutan liar bisa lebih besar dari pada sekedar mencuri atau merampok.
49

 

3. Tolak Ukur Pungutan Liar dalam Hukum Islam 

Dalam hukum Islam, pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah 

ini sanksi pidananya adalah hukuman ta‟zir. Ta‟zir secara bahasa diambil dari 

kata yang sinominnya adalah mana‟a dan rodda yang berarti mencegah. 

Sedangkan ta‟zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan Al-Mawardi 
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adalah Ta‟zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang 

belum ditentukan hukumannya oleh syara.  

Menurut Wahbah Zuhaili ta‟zir itu hukuman yang ditetapkan atas 

perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had atau tidak 

pula kafarat
50

. Dari Definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman ta‟zir 

adalah hukuman jinayah yang tidak dikenakan hukuman had yang belum 

ditetapkan oleh syara‟ dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada 

ulil amri.  

Pungutan liar adalah jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan kemaslahatan 

umum. Sanksi pidana bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh pihak 

pegawai kementerian perhubungan dalam hukum Islam ini adalah al-„azl 

(pemecatan). Hukuman ta‟zir yang berupa pemberhentian dari pekerjaan atau 

jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik 

yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal 

lain.
51

 

Hukuman pemecatan ini merupakan hukuman pokok bagi pelaku 

pungutan liar ini, namun hukumannya tidak hanya dirasakan di dunia saja akan 

tetapi di akhirat nanti ia akan memikul apa yang ia pungut di dunia ini, seperti 

yang disebutkan dalam al-Imran ayat 161, Allah SWT berfirman: 

 

فَّىَٰ كُمُّ  َٕ وَ انمْيِبَيَخِ ثىَُّ رُ ْٕ ب غَمَّ يَ ًَ ٍْ يغَْهمُْ يأَدِْ ثِ يَ َٔ ٌْ يغَُمَّ  ٌَ نُِجَيِّ أَ يَب كَب َٔ

ٌَ َفَْشٍّ يَب  ٕ ًُ ْىُْ لَ يظُْهَ َٔ كَضَجذَْ   

Artinya:  

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan 

perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang 

itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang 
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dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan 

tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang 

mereka tidak dianiaya.(QS- al-Imran ayat 161). 
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BAB TIGA 

A. Peran Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Menangani 

kasus Pungutan Liar di Kota Banda Aceh 

Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga yang bertujuan 

memberikan pelayanan umum kepada seluruh masyarakat menyadari bahwa 

sangat sulit bagi masyarakat terutama yang tinggal di daerah untuk 

menyampaikan laporan secara langsung ke pusat karena berbagai kendala. 

Berkaitan dengan upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat 

didaerah, maka Komisi Ombudsman Nasional membantu atau mendorong 

daerah-daerah untuk mendirikan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Komisi 

Ombudsman Nasional sangat mendukung terbentuknya Lembaga Ombudsman 

Daerah di berbagai daerah karena hal tersebut sejalan denganvisi dan misi 

Komisi Ombudsman Nasional dalam meningkatkan pengawasan terhadap 

pelayanan publik oleh pemerintah demi terwujudnya clean governance and 

good governance.  

Satjipto Raharjo dalam Galang Asmara, memandang pentingnya 

dibentuk lembaga Ombudsman di Indonesia sebagai alat kontrol masyarakat 

terhadap pemerintah berkaitan dengan besarnya kemungkinan pemerintah untuk 

berbuat sekehendak hati sebagai konsekuensi penerapan ide negara welfare state 

yang membuka peluang besar bagi pemerintah untuk ikut campur dalam urusan 

masyarakat dengan dalil demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pendirian 

Lembaga Ombudsman didaerah mempunyai kepentingan untuk melakukan 

pengawasan terhadap birokrasi pemerintahan di tingkat daerah. Kehadiran 

Lembaga Ombudsman Daerah Aceh diharapkan mampu memberikan solusi bagi 

perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh. Kehadiran Lembaga 

Ombudsman Daerah Aceh dirancang sebagai lembaga publik yang dapat 

memberikan akses dan kontrol masyarakat dalam partisipasi pengawasan kinerja 
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pelayanan publik dan atau dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang 

berkaitan dengan persoalan masyarakat dengan pemerintahan daerah.
52

 

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik 

dipusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara 

serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 

pelayanan publik tertentu sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008. 

Tata Kerja Ombudsman Daerah Aceh diharapkan dapat memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan 

asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

upaya untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan 

bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, 

dan perbuatan sewenang-wenang juga untuk menjamin pemberian pelayanan 

kepada setiap anggota masyarakat yang sebaik-baiknya dan perlindungan 

terhadap hak-hak setiap anggota masyarakat. maka perlu pemberdayaan 

masyarakat melalui peran serta untuk melakukan pengawasan terhadap praktek 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pada tahun 2016 Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima 

260laporan, sedangkan pada tahun selanjutnya yaitu 2017 menerima sebanyak 

203 laporan dugaan maladminstrasi, dari 203 laporan tersebut untuk KotaBanda 

Aceh berjumlah 125 laporan atau 62% dan Kabupaten Aceh Besar berjumlah 19 

laporan atau sebesar 9%. Berdasarkan jumlah laporan tersebut untuk 

kabupaten/kota yang paling dominan dilaporkan, yaitu Kota Banda Aceh.
53

 

Ombudsman RI Perwakilan Aceh sepanjang tahun 2018 menerima 

sebanyak 150 laporan atau pengaduan masyarakat terkait berbagai 
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Legalitas.ombudsman.co.id, diakses tanggal 8 september 2021 
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Taqwaddin Husin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Laporan Tahunan 2017, 

Banda Aceh, 2018 hal 15. 
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maladministrasi dalam pemberian layanan publik. Kota Banda Aceh diadukan 

sebanyak 61 kali laporan, disusul Aceh Besar 24 laporandan Aceh Utara 

8laporan.
54

 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota 

provinsi sendiri meskipun sudah adanya pencapaian tingkat rapor hijau 

dalaminstansi pemerintahan, namun pada kenyataannya Ombudsman RI 

Perwakilan Aceh masih banyak memiliki berbagai macam laporan mengenai 

perbuatan maladministrasi di beberapa instansi pemerintahan. Hal ini terlihat 

bahwa Ombudsman RI Perwakilan Aceh dianggap belum sepenuhnya 

dapatmenjalankan fungsinya yang disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 

UUNomor 37 Tahun 2008. Atau hal ini disebabkan karena lembaga 

Ombudsman tidak dipahami sebagai lembaga yang memberikan keputusan yang 

mengikat secara hukum (legally binding), melainkan lembaga yang memberikan 

rekomendasi-rekomendasi yang kuat, sehingga dianggap rekomendasi 

Ombudsman tidak mempunyai kekuatan mengikat.
55

 

B. Faktor-faktor Kendala yang Mempengaruhi Kinerja Lembaga 

Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Penanganan Kasus Pungutan 

Liar di Kota Banda Aceh. 

Asisten ORI Perwakilan Aceh Koordinator Bidang Pencegahan
56

 

mengatakan bahwa Ombudsman masih memiliki kendala-kendala dan hambatan 

dalam bekerja. Secara internal kendala Ombudsman masih memiliki SDM yang 

terbatas, jumlah anggaran yang relatif kecil, kemudian sarana dan prasarana 

masih belum sepenuhnya mendukung. Sedangkan secara Eksternal Ombudsman 

memiliki hambatan bahwa masyarakat masih kurang mengetahui tentang adanya 
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http://harian.analisadaily.com/aceh/news/2018-ombudsman-aceh-terima-150-

pengaduan Diakses tgl 20 september 2021 
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Riant Nugroho Dwidjowijoto, Ombudsman Kota Makasar “Pengalaman 

Pembangunan Ombudsman Daerah Sebagai Bagian Dari Pembangunan Lembaga Pengawasan 

di Indonesia”, Kemitraan Partnership, Makasar, 2008, hlm 23 
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Ayu Parmawati, Asisten Ombudsman RI Aceh, Koordinator bidang Pencegahan 

http://harian.analisadaily.com/aceh/news/2018-ombudsman-aceh-terima-150-pengaduan
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Ombudsman, yang dalam istilah Ombudsman itu sendiri adalah istilah asing 

yang tentunya masyarakat kurang tau. 

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Aceh
57

 juga menyatakan bahwa 

dengan lingkup pekerjaan menangani 23 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh 

hanya memiliki 6 Asisten, secara internal tentu kendala kami adalah sebagai 

berikut. Pertama, memiliki jumlah SDM terbatas, dimana dengan bentuk dan 

jumlah penyelenggara pelayanan publik yang banyak, teritorial wilayah yang 

luas dengan penempatan jumlah SDM yang sedikit tidak berimbang sehingga 

menjadi kendala dalam penyelesaian laporan dari masyarakat sesuai mekanisme 

peraturan yang ada. Kedua, status kelembagaan Ombudsman itu masih kantor 

perwakilan belum berbentuk satker (satuan kerja), disamping masih perwakilan, 

kantor Ombudsman juga belum definitif sifatnya masih bisa berpindah-pindah.  

Hambatan eksternal khususnya bagi instansi penyelenggara 

pemerintahan belum memahami betul fungsi dan kewenangan Ombudsman, 

mereka tau tentang Ombudsman tetapi kurang paham tentang Ombudsman. Di 

sisi lain kultur pemikiran para penyelenggara instansi pemerintahan kita ini pada 

posisi pemikiran sangat struktur yaitu melihat pada sisi lembaganya, dimana 

apabila lembaga Ombudsman memberikan sanksi tegas maka mereka akan 

sangat cepat untuk mematuhinya. Akan tetapi, jika hanya memberikan sanksi 

dalam bentuk moril, kemungkinan akan kurang dilaksanakan. 

Lebih bapak Rudi Ismawan menyarankan kepada aparat pemerintah 

selaku pelaksana pelayanan publik supaya memberikan pelayanan publik yang 

maksimal, agar masyarakat merasakan kehadiran Negara dalam kehidupannya. 

Bapak Rudi Ismawanjuga menyatakan Insya Allah di tahun 2022 kami akan 

berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelesaian laporan pengaduan 

masyarakat. Selain optimalisasi penyelesaian laporan keluhan masyarakat, 
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Rudi Ismawan, Asisten Ombudsman RI Aceh, Koordinator bidang Penyelesaian 

laporan. 
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Ombudsman Aceh juga akan meningkatkan peran pengawasan dan 

pencegahannya agar pelayanan publik menjadi lebih bagus. 

dengan masyarakat.
58

 

C. Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Pemberantasan Pungutan Liar 

Di kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam 

Hukum pidana Islam adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang 

tindakan-tindakan yang tidak benar dalam islam. Aturan-aturan yang terdapat 

dalam hukum pidana Islam berpegang pada al-Qur‟an dan hadits sebagai 

pedoman utama. Selain itu terdapat banyak pendapat madzhab yang juga 

dijadikan sebagai acuan jika terdapat makna-makna didalam al-Qur‟an dan 
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Rudi Ismawan, Koordinator bidang Penyelesaian laporan, Dinas Sosial, Kota Banda 

Aceh,Wawancara Tanggal 21 November Tahun 2021 

Hasil wawancara dengan berbagai instansi vertikal dan horizontal, 

diantaranya yaitu Koordinator bidang Penyelesaian laporan juga mengatakan 

bahwa masih adanya hambatan yang dihadapi Ombudsman tersebut disebabkan 

oleh tiga faktor. Pertama, karena masih ada pegawai yang berbeda memahami 

setiap tugasnya masing-masing, Kedua, masih kurangnya rasa tanggung jawab, 

Ketiga, masih ada pegawai yang kurang disiplin dalam melaksanakan pekerjaan. 

Tujuan pungli adalah faktor kebutuhan, adanya kesempatan dan adanya 

keserakan. Harus petugas baik dari pelayanan admisnistrasi melakukan dengan 

Tranparan, pencegahan melalui himbaun dari spanduk, baliho di kabupaten kota. 

Pungli sulit untuk di cegah karena sudah sebagai budaya dalam masyarakat bila 

ada dari salah satu petugas yang melakukan pungli sanksi adalah suatu edukasi 

dan himbaun yang dimana yang dari didapatkan dari pungli ini berjumlah tidak 

banyak. Terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap pungli ini sebenarnya 

masyarat sudah tau ini adalah perbuatan yang di larang namun belum 

mengetahui UUD berapa dan apa sanksinya namun disini dari pihak kami juga 

memberikan edukasi melalui spanduk dan baliho. Terkait banyak melalukan 

adalah pekerja lapangan, pelayanan administrasi yang berhubungan lansung 
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hadist yang kurang jelas. Namun para madzhab-madzhab tersebut juga tidak 

lepas dari al-Qur‟an dan hadist sebagai acuan utama mereka. 

Tindakan-tindakan pidana dalam hukum Islam biasa disebut dengan 

jarimah. Dimana tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam kata lain merupakan tindakan yang 

melanggar peraturan atau tidak melakukan apa yang sudah menjadi perintah. 

Tindakan-tindakan tersebut seperti tindakan-tindakan yang tercela, tindakan 

yang dibenci oleh masyarakat atau tindakan yang merugikan orang lain. Dan 

setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam akan dikenai 

hukuman, baik itu berupa had maupun ta‟zir. 

Jarimah atau tindakan yang menyalahi aturan dalam hukum islam dapat 

dikenakan hukum had apabila ketentuan mengenai tindakan tindakan tersebut 

sudah jelas terdapat di dalam al-Qur‟an. Sehingga itu merupakan hak Allah dan 

wajib bagi manusia untuk melaksanakan aturan tersebut. Ketentuan-ketentuan 

yang sudah jelas terdapat dalam al-Qur‟an tidak bisa diganti-ganti. Maksudnya, 

ketentuan tersebut berlaku selamanya. Tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan 

apapun. Dan jarimah atau tindakan yang menyalahi aturan dalam hukum islam 

yang dikenakan hukuman ta‟zir adalah tindakan-tindakan yang ketentuannya 

tidak terdapat di dalam al-Qur‟an dan hadist.  

Hukuman ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa. 

Hukum ta‟zir merupakan hukuman yang sifatnya mendidik, memberikan rasa 

jera dan pelajaran kepada pelaku. Karena hukuman ini bersifat mendidik maka 

tidak ada larangan dalam hukuman ini untuk menghukum anak kecil. Hukuman-

hukuman dalam jarimah ta‟zir sangat banyak macamnya. Dan tidak ada batasan 

mengenai hukumannya. Hal ini terjadi karena hukuman ta‟zir adalah untuk 

kemaslahatan umat. Dan hukuman ta‟zir yang diberlakukan saat ini bisa berbeda 

dengan hukuman ta‟zir untuk esok hari. 

Mengenai pembahasan ini adalah Pungutan liar yang dilakukan oleh 

aparatur sipil negara. Pungutan liar adalah tindakan yang merugikan orang lain 
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dengan melakukan berbagai cara agar seseorang mau mematuhi apa yang 

diminta oleh pelaku. Pungutan liar seperti halnya melakukan penarikan-

penarikan yang sebenarnya tidak sesuai atau tidak ada dalam peraturan. 

Penarikan-penarikan ini dilakukan dengan berbagai alasan agar seseorang yang 

dituju mau menyetujuinya. Seperti menarik biaya buku pelajaran untuk 

pendidikan, padahal sebenarnya biaya ini sudah disediakan oleh pemerintah. 

Contoh yang lain yaitu seperti penarikan biaya pembuatan KTP. 

Penjelasan dan ketentuan mengenai pungutan liar tidak ada di dalam al-

Qur‟an dan hadist. Oleh karena itu tindakan pungutan liar ini termasuk dalam 

kategori jarimah ta‟zir. Dimana segala ketentuan-ketentuan dan hukumannya 

diatur oleh ulil amri. Dan merupakan kebebasan ulil amri dalam menetapkan 

hukumannya. Namun hukuman tersebut tidak lepas dari kemaslahatan umat. 

Ada banyak sekali hukuman-hukuman yang berada dalam lingkup 

jarimah ta‟zir. Seperti hukuman mati, hukuman jilid, penjara, pemboikotan, 

perampasan harta, publikasi, nasihat, salib, pencabutan dan lain sebagainya. 

Dari banyaknya tindakan-tindakan jarimah ta‟zir saat ini, tidak semua tindakan 

tersebut masuk dalam kategori-kategori hukuman ta‟zir diatas. Karena tindakan 

jarimah ta‟zir bisa berkembang lebih pesat dan bervarian seiring dengan 

kemajuan kehidupan masyarakat. Namun jika dilihat dari penjelasannya dan 

dikaitkan dengan tindakan pungutan liar yang jika dilakukan oleh aparatur sipil 

negara, pelaku tersebut dapat dikenai beberapa hukuman demi kemaslahatan 

bersama. 

Hukuman-hukuman tersebut adalah jilid, perampasan harta, publikasi 

dan pencabutan. Dalam hal hukuman jilid ini terdapat poin dimana salah satu 

tindakan yang dikenai jilid adalah kerusakan akhlak. Tindakan pungutan liar 

yang dilakukan oleh aparatur sipil negara merupakan kerusakan akhlak. Karena 

dengan sengaja seseorang melakukan hal ini untuk menguntungkan dirinya 

sendiri dan merugikan orang lain. Perampasan harta merupakan hukuman ta‟zir 
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yang berhubungan dengan harta. Sebenarnya bukan hanya perampasan namun 

bisa juga dengan pemusnahan. 

 Dalam hal ini kenapa disebutkan masalah hukuman ta‟zir yang 

berhubungan dengan harta itu karena tindakan yang dilakukan pada dasarnya 

tidak diperbolehkan mengambil harta seseorang dengan cara apapun tanpa 

alasan hukum yang memperbolehkannya. Dan hubungan dengan pungutan liar 

ini adalah adanya harta orang lain yang diambil dengan cara yang tidak benar. 

Menurut analisa penulis konsep hukum Islam tentang tindak pidana 

pungutan liar dapat dianalogikan dengan tindak pidana yaitu ghulul 

(penyalahgunaan wewenang), sariqah (pencurian atau penggelapan), khianat, 

dan risywah (suap atau sogokan). Apabila pelaku subyek hukum adalah pejabat 

negara yang melakukan atau yang diberi amanat mengelola, maka termasuk 

pengkhianatan dan ghulul. Apabila pungli dilakukan oleh orang yang tidak 

diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat simpanan, maka 

dikategorikan pencurian dan ghulul. Kemudian apabila korupsi uang negara 

dilakukan oleh orang yang diserahi uang atau barang dan dia tidak mengakui 

menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan ghulul dan 

pengkhianatan. 

Terakhir apabila warga biasa memiliki prakarsa untuk mengeluarkan 

dana, hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai suap (bribery) kepada pejabat 

untuk memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya, atau 

apabila prakarsa datangnya dari pejabat atau aparatur negara sebagai bentuk 

pemerasan (extortion), maka kedua hal tersebut termasuk kategori risywah. 

Untuk memberantas pungli yang sudah menahun dan merajalela, negara 

selain menerapkan peraturan presiden harus segera melakukan Peraturan 

presiden republik indonesia Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan tugas sapu 

bersih pungutan liar secara masif, dan Penegakan Supremasi Hukum (Tindakan 

Preventif Primer), Perubahan dan Perbaikan Sistem (Tindakan Preventif 
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sekunder, Revolusi Kebudayaan mental/preventif), Memaksimalkan Hukuman 

(fisik) terhadap pelaku bahkan sampai hukuman mati (represif). 

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh 

aparatur sipil negara adalah pencabutan jabatan sebagai aparatur sipil negara 

karena telah terbukti bersalah. Melakukan tindakan yang merugikan orang lain 

demi kepentingan pribadi. 

Masalah-masalah hukuman di atas adalah hukuman-hukuman yang 

dikaitkan dengan tindakan pungutan liar yang mengenai batasan-batasannya 

semua itu tergantung pertimbangan ulil amri. Dimana setiap pertimbangannya 

adalah untuk kepentingan bersama. Dan hal ini juga bisa berubah-ubah sesuai 

dengan keadaan masyarakat. 



 

56 
 

BAB EMPAT 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Peran dan fungsi Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Pemberantasan 

Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh sebagai 

penyelenggaraan yang mengawasi pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik 

dipusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum 

Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sesuai dengan Undang-

undangNomor 37 Tahun 2008. Serta memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas 

keadilan dan persamaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang 

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, penyalahgunaan 

kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang juga untuk 

menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat yang 

sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota 

masyarakat. 

2. Kendala yang dihadapi Oleh Ombudsman Perwakilan Aceh dalam 

Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh, 

Secara internal kendala Ombudsman masih memiliki SDM yang 

terbatas, jumlah anggaran yang relatif kecil, kemudian sarana dan 

prasarana masih belum sepenuhnya mendukung. Sedangkan secara 

Eksternal Ombudsman memiliki hambatan bahwa masyarakat masih 
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kurang mengetahui tentang adanya Ombudsman, yang dalam istilah 

Ombudsman itu sendiri adalah istilah asing yang tentunya masyarakat 

kurang tau. 

3. Tindak Pidana Pungutan Liar Dilihat dari Hukum Islam ialah Penjelasan 

dan ketentuan mengenai pungutan liar tidak ada di dalamal-Qur‟an dan 

hadist. Oleh karena itu tindakan pungutan liar ini termasuk dalam 

kategori jarimah ta‟zir. Dimana segala ketentuan-ketentuan dan 

hukumannya diatur oleh ulil amri. Dan merupakan kebebasan ulil amri 

dalam menetapkan hukumannya. Namun hukuman tersebut tidak lepas 

dari kemaslahatan umat. 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah, agar dengan segera melakukan tindakan yang bersifat 

preventif seperti diadakannya pemberian informasi kepada masyarakat 

dalam berbagai bentuk seperti baliho dan iklan lainnya. Upaya tersebut 

ditujukan sebagai upaya pencegahan dan penemuan solusi untuk 

mengurangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Acehdi 

wilayahnya. Diadakan tindakan represif yang cepat apabila terjadi 

sebuah Tindak Pidana Pungutan Liar. Tindakan ini memberikan edukasi 

kepada masyarakat agar tidak awam terhadap suatu kejahatan. 

2. Bagi aparat penegak hukum, sangat perlu dilakukan tindakan pendekatan 

terhadap masyarakat di wilayah yang rawan terjadi Tindak Pidana 

Pungutan Liar. Aparat penegak hukum yang menaungi wilayahnya 

diupayakan untuk melakukan pendekatan yang bermasyarakat, sehingga 

masyarakat merasakan rasa simpati yang dekat dengan satgas 

Omnibusman atau pihak polisi. Disisi lain perlu adanya tindakan yang 

tegas dari pihak kepolisian dalam menangani perilaku Tindak Pidana 

Pungutan Liar, diupayakan dengan penegakan hukum Undang-undang 
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Nomor 37 Tahun 2008 kepada pelaku pungli diharapkan mampu 

mengembalikan rasa trust masyarakat kepada pihak penegak hukum. 
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